
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah~n 2005 N~mor 89, Tamb~han Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4535);~ 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 
sehat, bugar dan sejahtera lewat memasyarakatkan 
olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk 
mernajukan penyeienggaraan olahraga, perlu ada 
pedoman mengenai pembinaan dan pengembangan 
keo lah raga an; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah 
mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, 
mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan 
keolahragaan di daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Keoiahragaan; 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

BUPATI SUMBA TIMUR 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 



9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Surnba Timur. 
Pcmerintah Daerah adalah Perncrintah Kabupat n Surnba Timur. 
Bupati adalah Bupati Surnba Timur. 
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaien Sumba Timur. 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD ·ang 
melaksanakan tugas pokok dan fung i di bidang olahraga scsuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kornite Olahraga Daerah yang selanjutnya discbut 1-\0RDA adalah Kornite 
Olahraga Dacrah Kabupaten Sumba Timur. 
Keolahragaan adalah segala aspck yang berkaitan dengan olahraga yang 
mcmerlukan pcngaturan, pcndidikan, pclatihan, pcrnhinaan, 
pengcmbangan dan pengawasan. 
Kcolahragaan Dacrah adalah kcolahragaan yang bcrdasarkan Pan asila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun I 945 yang 
berakar pada nilai-nilai kcolahragaan, kcbudayaan da .rah clan tanggap 
terhadap iuntutan perkernbangan olahraga yang rncrupakan bagian dari 
keolahragaan nasional. 
Olahraga adalah scgala kegiaran yang sisternatis untuk mcndprong, 
rnembina serta mengembangkan potcnsi jasrnani, rohani, dan osiall/ 

I. 
2. 
3. 
4. 

Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan : 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAA 
KEOLAHRAGAAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSMN: 

DEWAN PER\! AKILAN RAh.1'AT DAERAH MBUPJ\TEN UMBA Tlt-.'1UR 
d811 

BUPATI SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersarna 

4. Undang-Undang omor 23 Tahun 20 H tcnrang 
Prm .rirnahan Daerah (Lcmbarnn iegara Republik 
lnclonr:ia Tahun 2014 i omor 244. Tamhahan 
l.crnbaran cgara R .publik Indonesia 1 lornor 55 71 . 
. cbagaimann ielah diubah beberapa kali. rerakhir 
dcngnn Undang-Undnng , omor <) Tahun 2015 t -ntang 
Pcrubahan h .dua Atas Undang-Undang 'omor 23 
Tahun 201-t teruang Perncrintahan Darrah (Lembaran 

egara Rrpublik lndonc ia Tahun 2015 omor 58. 
Tarnbahan Lernbaran egara Republik lndone ia 
Nomor 5679); 

5. Pcraturan Perneriniah Nomor I 6 Tahun _QQ7 ten tang 
Pcnyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran gara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia I omor -l 702); 
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Pasal 2 
Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
hukum dalam kegiatan keolahragaan; rnewujudkan ~rsyarakat yang gernar, 
aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga~ 

Bagian Kesatu 
Maksud 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN PRlNSIP 

10. Olahraga pendidi.kan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang 
dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yano rerarur dan 
berkelanjutan untuk mernperoleh pengerahuan. kepribadian. 
keterarnpilan, kesehatan dan keb zaran iasrnai i. 

11. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 
dengan kegemaran dan kemampuan yang t imbuh dan berkernbang 
sesuai dengan kondisi dan nilai budava masvarakat serernpat unruk 
kesehatan, kebugaran dan kegernbiraan. · · 

12. Olahraga prestasi adalah olahraga vang membina dan mengernbangkan 
olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui 
kornpetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilrnu pengetahuan 
dan teknologi keolahragaan. 

13. Pelaku olahraga adalah seriap orang dan/atau kelornpok yang terlibat 
secara langsung dalam kegiatan ola.hraga yang meliputi pengolahraga, 
pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. 

14. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha 
mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. 

15. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara 
teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 

16. Pembina olahraga adalah orang yang merniliki minat dan pengetahuan. 
kepernimpinan, kernarnpuan rnanajerial. dan/atau pendanaan yang 
didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan 
olahraga. 

17. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan 
sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraza. 

18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang. kelornpok masyarakat 
baik sebagai Warga Negara Asing l\\ t'\A) maupun \\ arga egara Indonesia 
(W I) yang mernpunyai perhatian dan peranan dalarn bidang olahraga. 

19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau 
kelompok olahragawan dalarn kegiatan olahraga. 

20. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga 
yang diwujudkan dalam berituk material dan/atau non-material. 

2 1. Prasarana olahraga adalah ternpat arau ruang terrnasuk lingkungan yang 
digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan 
keolahragaan. 

22. Saran a olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan 
untuk kegiatan olahraga. 

23. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis untuk mencapai rujuan keolahragaan. 

24. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama 
dengan membentuk organisasi untuk pen) elenggaraan olahraga sesuai 
dengan keteruuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 
( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan 

Dae rah. 
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pcny~lenggaraan keolahragaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemermtah Daerah mempunyai 

tu gas: 
a. melaksanakan kebijakan keolahragaan; . 
b (Ian fTle laksanakan rencana dan program. pembinaan, . menyusun . . . 

pengembRngan keolahragaan sjbagai bagian integral dari rencann dan 
program pcmbangunan Dacrah;~ 

Pasal 7 
( 1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 

mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2} Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan 
scrta mcnjamin tersclenggaranya kcgiatan keolahragaan bagi setiap warga 
negara tanpa diskriminasi; 

BAB IV 
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6 
( 1) Pemerin tah daerah mempu nyai kewenangan 1 b · 

cu untu c mengatur, mem ma, 
mengemb3:1gkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelengga.raan 
olahraga di daerah. 

(2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
rnehpuu: 
a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga 

prestasi: 
b. pembinaan dan pengembangan olahraga; 
c. pengelolaan keolahragaan; 
d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 
e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; 
f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sa.rana olahraga; 
g. pendanaan keolahragaan; 
h. pengembangan ilmu pengctahuan dan teknologi keolahragaan; 
1. peran serta masyarakat dalarn kegiatan keolahragaan; 

J. pengembangan kerja sarna clan informasi keolahragaan; 
k. pembinaan elem pcngcmbangan industri olahraga; 
I. penerapan standardisasi, akrcditasi, clan sertifikasi keolahragaan; 
m. pencegahan dan pcngawasan tcrhadap doping; 
n. pemberian penghargaan: 
o. pelaksanaan pengawasan: dan 
p. evaluasi terhadap pencapaian standa.r nasional keolahragaan. 

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Incluk Organisasi Cabang Olahraga, 
Induk Organisasi Olahraga Fungsional, rnasyarakat, clan/atau pelaku 
usaha. 

Bagian Kedua 
Kewenangan Pemerin tah Dae rah 

dapat ( 1 J 
(8) Pelaksanaan t . 

di 1 ugas sebagairnana dimaksud pada ayat ise engga.rak b ·1 an ai c seca.ra vertikal maupun horisontal. 
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Pasal 10 
(I) Olah raga pcndidikan disclcnggarnknn schagai hnginn proses pcndidlkan. 
(2) Olahragn pcndirliknn dilnksnnakan bnik padn jalur prndirlikan formal 

maupun nonformal rnclului kcgiatan intrakurikulcr darr/utau 
ckstrakurikulcr. 

(3} Olahraga pcndidikan dimulai pnrtu usia clini. 
(4) Olahraga pcnrlidikan pada jnlur pcndidikan formal dilaksanakan pada 

set iap jrnjang pcndidikan. 
(5} Olahraga pcnrlidikan pada jnlur pcndldiknn nonformal dapat dilaksnnaknn 

sccarn tcrstruktur clan hcrjcnjang. 
(G) Olahrnga pcndidiknn sclmgnimnnn dirnaksud padu ayat (41 clan ay.11 (5} 

dil>imhing ol ·h guru olahrng:i clan dapa_t ~il>i--iptu olch tcnaga kcolahrngaan 
yang disiupkan olch sctiap sarunn pcncl1cl1kanL 

f l.1gian K('du;i 
Olah raga Pend id i kan 

l':1\al <) 
Pcnych-nggnrnan )<('ginran olr1hrng:i rnt-Iipu r i : 
:-i. oh1hrngr1 pr-nrlidikan: 
I>. olahrngn rc-krcnsi: cl:111 

olahrug» prr-stusi: 

Bagi,111 Kcsat u 
Um um 

BAB V 
RUAN(; LI GKUP PENYELENGGARAA OLi\llR1\C~t\ 

c, mcng,·mhangk,111 clan tnr m.tn .rpk.rn :-.,.., rm koordm.,s; rl,H 
prnga\\ .1~.111 pcngclola.111 krol,,h, ,H.!n,rn: 

cl. mcmhm,1 clan 11l<'l1/H'ml>,ingk,in mdu s rt olahr,1{!,1: 
t'. m1·1wr.1pk,tn vtanrl.ir n.ivronn] kcnl,d1r.1~.1.:111: 

mrnggal,1ng sumhr-r da_\,l untul: J1H'rnr11uk.in kt·ol.1hr.it:,1,1 1: 
g. mcmfa~1h .1~1 k<'gm1:rn 1wrnh111,1,111 clan pcn~1·mh.in~,tn ku,rlJi,1<.; d,m 

h1:1nt11a:-. l<'n:1g.1 kc·olahr.1g,1an: 
h. m<·mfn:-.il11;1:-.1 kcgiat:tn ol;1hr,1ga pcndirhk.rn. nl.1hr.1g,1 rC'kr,·;1s1. 0L1hr,1",1 

prc~ta...,i dnn ol.tllrnga pen_\ ,tnclang ell. 1bili ;1~: 
1. nwngclola :-.chir.tng-kur,mgn.\ a ~a u cab.mg ol,1hr;1g.1 ung,gul,rn. 
J. m,·ningk,1tkan kuahtas kcolahragaan dcngan rncng,H u kep,1cl,1 .., .rnd.ir 

nasional kcobhragaan; 
k. mcngemhangknn dan mcningkarkan kuaruita dan ku,1111:i-, pr.rsar.rn« 

dan sarana clahragn: 
I. mrnjarrnn aL~t·~ h .rolahraga bagi nm \ art kat: 
m. mcncegah clan mcngawasi eloping dalarn olahraa»: 
n. mcngcmbangkan clan mcncrapkan ilmu pcnge ahuan chin ,·kn()!o~i 

kvola h ragaan: 
o. rncnycdiaka» clan mvndavagunaknr: !->isl m informas: krolnhr.rg.ian. 

clan 
p. rnclakuka» cvaluasi dan pr ngawasan atas pcm·l'lc·n~.ar.t,lfl 

kcolahr,Jgaan tingkat Dacrah. 
(3) l'<'nyc·IC'ngg,1rn;rn keolahragaan scbagairnana dirnaksud pada mat 11). dan 

c1y,1t ('.dJ dilak sanakan ol .h PO. 
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Pasal 14 
(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dilaksanakan melalui tahapan: 
a. pemasyarakatan olahraga; 
b. pemantauan; 
c. pemanduan; 
d. pengembangan bakat; dan 
e. peningkatan prestasi. 

(2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan 
mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka 
menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, 
membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat 
serta menguasai gerak dasar olahraga. 

(3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk 
memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit 
olahragawan berbakat. 

(4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 
melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara 
terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan 
menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/ a tau pengamatan dalam 
pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun 
tingkat regional. 

(5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda 
berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk 
menghasilkan olahragawan berpotensi. 

(6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, 
terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan 
olahragawan berprestasi. 

(7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Pernerintal'[ Daerah dapat menyelenggarakan: 
a. sekolah khusus olahraga; dan ~ 

Pasal 13 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan 
pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan 
pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana 
olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, 
penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di 
bidang keolahragaan. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 

f. s!stem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; 
g. sistern mformasi keolahragaan; dan 
h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat 

daerah sesuai dengan kebutuhan. 
(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap 

penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis 
dan/ atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga 
prestasi. 
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Pasal 22 
(1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

b berlangsung di ibu kota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali. 
(2) P~serta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

berasal dari kecamatan yang diutamakan pemegang medali pada pekan 
olahraga wilayah. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Pemerintah D?er~h membentuk Pf11itia penyelenggara dengan 
melibatkan induk orgarusasi cabang olahraga\, 

Paragraf 2 
Pekan Olahraga Kabupaten 

Pasal 21 
( 1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk: 

a. meningkatkan prestasi olahraga; 
b. menjaring bibit atlit potensial; 
c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan 
d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar wilayah dalam daerah. 

(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah 
cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama 
Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan. 

(3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang 
diselenggaral<an oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 

(4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usu! Kepala 
PD, yang selanjutnya dilaksanakan secara bergilir. 

Pasal 20 
( 1) Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, 

meliputi: 
a. wilayah satu yang terdiri dari Kecamatan Kota Waingapu, Kecamatan 

Kambera, Kecamatan Kanatang, Kecamatan Pandawai, Kecamatan 
Kambata Mapa Mbuhang dan Kecamatan Haharu; 

b. wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan Tabundung, Kecamatan Lewa, 
Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu dan 
Kecamatan Nggaha Ori Angu; 

c. wilayah tiga yang terdiri dari Kecamatan Wulla Waijilu, Kecamatan 
Pahunga Lodu, Kecamatan Rindi, Kecamatan Umalulu dan Kecamatan 
Kahaungu Eti; dan 

d. wilayah empat yang terdiri dari Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan 
Karera, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Paberiwai, Kecamatan 
Mahu dan Kecamatan Matawai La Pawu. 

(2) Pekan olahraga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 
4 (empat) tahun sekali. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara 
dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi 
dengan Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan. 

Paragraf 1 
Pekan Olahraga Wilayah 

d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa. 
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Pasal 29 
(1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga 

berupa: 
a. piala 
b. medali; 
c. piagam; dan n 
d. bentuk penghargaan lainnya-UJ 

Bagian Keempat 
Hadiah Pertandingan/Perlombaan 

Pasal 28 
Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang 
menyelenggarakan kejuaraan olahraga harus melakukan kemitraan dengan 
induk organisasi cabang olahraga. 

Pasal 27 
(1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 26 berlangsung di ibukota Kabupaten. 
(2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan 

kejuaraan olahraga tingkat Provinsi. 
(3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan 

ketentuan cabang olahraga masing-masing. 

Pasal 26 
( 1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

18 ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang 
olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang 
olahraga. 

(3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecarnatan. 

mahasiswa. 

Pasal 25 
Pernerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan 

Bagian Ketiga 
Kejuaran Olahraga 

Paragraf 4 
Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa 

Pasal24 
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang 
cacat. 

Paragraf 3 
Pekan Olahraga Penyandang Cacat 

Pasal 23 
(1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina 

oleh induk organisasi cabang olahraga bersarna KORDA. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 J dalarn rangka pcrsiapan 

mengiku ti pekan olahraga provinsi. 
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Pasal 33 
( 1) KO RDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas : 

a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan 
serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; 

b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; 

c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan 
kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KORDA 
wajib: 
a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di 

bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga 
berprestasi; 

b. mengoordinasikan organisasi cabang olahraga; 
c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi; dan 
d. menyiapkan, melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan 

cabang olahraga prestas\dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan 
olahraga tingkat provinsilJ 

Pasal 32 
KORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dibentuk oleh 
organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi 
cabang olahraga. 

Pasal 31 
Organisasi keolahragaan di daerah terdiri dari : 
a. KORDA; dan 
b. Organisasi cabang olahraga. 

BAB IX 
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 

Pasal 30 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, jumlah cabang 
olahraga yang dipertandingkan, kepesertaan dan hadiah 
pertandingan/perlombaan pada pekan olahraga dan kejuaraan olahraga di 
atur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala 
bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara um um. 

(3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. medali emas untuk juara pertama 
b. medali perak untuk juara kedua 
c. medali perunggu untuk juara ketiga. 

(4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan 
nomor yang dipertandingkan/ diperlombakan dan ketentuan cabang 
olahraga masing-rnasing. 

(5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk 
penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang 
keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga. 

(6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Bentuk penggargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d adalah yang dapat bermanfaat bagi penerima penghargaan. 



Pas:11 :1() 
(I) Org::misasi ralmng ol:1hr:tgi1 scl>:ig;li111;11w dirnnksud rlulurn J>ris;II 35 

mc111pun~·:1i 111g;1s: 
a. mcmblnn clan mr ngcmbnuakuu cabang olahrngn dun prrkumpu lan 

olnhrngn: 
b. mcrcucnnuknn. nu-Inkxannkan cl:111 nu-ngoorrlina .ikan program 

pcrnhiuunn cl:111 1><·11gt·ml>;ing,m .nbang olahrngn: 
c. lllt'll\l'k111.!,,gnrnka11 k1·ju;1r:1;111 olahr:ig:i: 
c.l. uu-lnk s.m.iknn pr mtuhitun <1:111 JH'ngl'ml>.111g:111 prr-stnsi: 
L'. llll'llet'gah duu llll'llg:iw.t:-.i p1·11,·.1l.il1gurn1:111 doping dnlam olahraga; 
f. mc ngh impu n d.um 11.igi p1·11gl'lol.1.1n t'.tli.111g olnhr.iga · · uai dcngan 

kvu-ru uun Pcrat urnn l't-ru11<l.lllg u nrl.uigun: 
g. mclaksaunknn kvrju s.uun d1·11~.1n pr l.iku indu st ri oluhraga; clan 
h. mcngadnknn krrjn sruun u muk 11u·n111gl':11k:111 kualitus clan kuantiras 

pcl.iku olnhrngn. ulnhrugnwun. ~t·11a pr,,..,:1r:11rn ch111 sarana olahraga. 
(2) Dalarn mclaksanuknn tugas sd1.1gaimana dirnnksud pada ayat ( l ), 

organ isa si cubnng oluhrugn: 
a. hcrkoorrf inn si dcngan Pcuu-rintah Da rah clan KORDA; 
I>. mcngoordinnsikan pcnvclcnggaraan kornpct isi olahraga sccara 

lx-rjcnjang dnn br-rkr-lanjutan: 
r. nu-ngoordinasikan pr-nyclcnggaraan pckan olahraga dan kejuaraan 

olahraga: 
d. mcls porkan p laksanaan kcgiatan k ejuaraan olahraga kcpuda KO RDA 

dun Bupati sccara berkala: 
c. 111 -mpcrsiapkan t im u nruk m .ngikuti pekan olahrt g. clan kejuaraan 

olahraga iingkat provinxi; 
f. mclnkuknn pr-nct-gahun, pcngawasun clan pcnindakan tcrhadap 

penynluhgunnnn doping dnlum olnhrngn: 
g. rncmberikun kcscmpatnn kcpada olahrngawan untuk menjadi 

olnhrngnwnn profcsional; 
h. mr-n-ncannkan clan mclaksanakan program pcrnbinaan <Jan 

f1t'ngrmlmngan olahragr profc ionnl bngi organisa. i cabang olahraga 
yang membina <Ian mcngembangknn olahraga profcsional iertcntu: ~lat~ 

i. mengelola dana se uni r~~grnn~ <Inn sasarannya berdnsarkan prmsip 
tr, nsparansi clan nku ntnhilitas. ~ 

I'asal JS 
Oroanisasi cal>,1ng olahrngn selrng;1imnnn dirnnksud dnlarn Pasal 31 h uruf b, 
merupalrnn lmgian duri inrlu k org.inis:i:-.i <':11>:1ng ol:1hrng;i bcrbadan hu k u m 

vang bcrkeduduknn cli dnl'rnh. 

Pasal 34 
( I l Pcnguru KOl~D/\ bcrsifat rnandir: dan tidak tcrikat dcngan kcgiatan 

.iabatan st ru ktu ral dun jabatan publik. 
(2) Dalam mcnjalunknn t ugas, pr ngurus h:Ol~D/\ harus b bas dari p .ngaruh 

clan inte_rvensi pihak manapu n u ntu k mcnjaga nctralitas dan mcnjarnin 
kcprofr sionulnn pr ngclolann kvolahragnan. 
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Pasal 40 
Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat ( 1) huruf a dan huruf b, berkewajibF : 
a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;~ 

Pasal 39 
(1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf 

a, mernpunyai hak: 
a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga; 
b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga 

yang diminati; 
c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui 

seleksi dan/atau kompetisi; dan 
d. beralih status menjadi olahragawan profesi. 

(2) Olah raga wan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1) 
huruf b, mempunyai hak : 
a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli 

hukum; 
b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan; 
c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang 

olahraga; dan 
d. mendapatkan penghasilan yang layak. 

Paragraf 2 
Hak dan Kewajiban Olahragawan 

huruf b, 
dengan 

keahlianny a. 
(3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai 
keahliannya. 

Pasal 38 
( 1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi: 

a. olahragawan amatir; dan 
b. olahragawan profesional. 

(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Olah raga wan 

Pel ku olahraga meliputi : 
a. olahragawan; 
b. pernbina olahraga; dan 

ten ga keolahragaan. 

Pasal 37 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABX 
PELAKU OLAHRAGA 



- ..._. .:.,:,-:,.. _ _.. _ 
-, .. :- r - _.___ 

"'·~ .,_~_ ...... -- 
.1- ..... c J~~ 

.. . 

-·-- 
-· 

-~-- ~ - __ ::.., _ ~---- 

-·:.-·:. ,:::-: 

-:r:: ,-- tr :r: 
3·-- 5_~ 

~::=i:.. 

=-- 

-~- ~::"-4-- ----- ~- 
t:1ruf c, -- ---- ---- ;--:...-,·:. -:.__-_..:,-:;.::.- 

- :.-- ::,;.- ----::,-- - - -- -- __ _._.:::__ ..::.....:::... 

. . - -:-.;.~~·"';..-- - --·- -.-- - - - - ------ 

-:.--~- _:.-- :. - -; =-:. ------ 

- - -· -- - - - - ------- 
~ - r:::::_ - -.J_ =- - - ::...=--- - - :. :. - 

I - ,_ 

- -----~ 
------ :=.5.:::.. 

:::,::_,- - --- -- - - . - - -- -- ... --·--..:_~ 

- - -- - __.~ 

. --- ----- 
;..- .. --- 

-...:....c-. 
-----:......=._ 

~:.-:.,-:.-· -:- 
r- ,. -­ -~- 

- ------ ------------- 



16 

Pasal 47 
( 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi pr~fe~i, 
badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prmsip 
keterbukaan dan kemitraan. 

(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga fukarela, 
penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga\J 

BAB XIII 
PERAN SERT A MASY ARAKA T 

Pasal 46 
(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta 

dan perseorangan yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan 
olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, 
pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari 
tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi 
penerima penghargaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
PENGHARGAAN 

Pasal 45 
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana 
olahraga. 

(2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah. 

(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana 
olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana 
olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.' 

BAB XI 
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA 

Pasal 44 
( 1) Tenaga keolahragaan berhak atas: 

a. pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketrampilan melalui 
pelatihan; 

b. jaminan keselamatan; dan 
c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum 

dan/atau penghargaan. 
(2) Tenaga keolahragaan berkewajiban : 

a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi; 
b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan 
c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. 

Paragraf 2 
Hak dan Kewajiban 

l 
I 



Pasal 50 
( 1) Bupati melalui PD, karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan 

dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi: 
a. pemberian pedoman penyelenggaraan kcolahragaan dacrah; 
b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan 

keolahragaan daerah; dan 
c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebag~rana dimaksud pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupat1.1,1 

BAB XV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal49 
( 1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan 
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan standar akuntansi keuangan daerah. 

Bagian Kedua 
Pertanggungjawaban Pendanaan 

PasaI 48 
( 1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah Daerah; dan 
b. masyarakat. 

(2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dapat diperoleh dari : 
a. kegiatan sponsorship keolahragaan; 
b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri; 
c. penggalangan dana; 
d. kerja sama yang saling menguntungkan; dan 
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Bagian Kesatu 
Sumber Pendanaan 

BAB XIV 
PENDANAAN 

(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan 
keolahragaan. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SU MBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 56 
\ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
~ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur. 

Pasal 51 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 
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Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan 
pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali. 
Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara 
sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional. Disamping hal 
tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek 
kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau 
keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan 
kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga. Untuk meningkatkan 
prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi 
pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event) 
dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis 
cabang olahraga (multi events). Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan 
anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan 
pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung 
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 

Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari 
APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan 
sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui 
pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait 
secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling 
menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk 
mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga 
memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam 
kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan 
kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh halmya, 
serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari 
kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan 
nasional dapat tercapai. 

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, 
peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga 
perlu pembinaan dan pengembangan olahraga, yang sejalan dengan arah 
kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang memberikan kewenangan 
kepada Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan di daerah 
dan sebagai pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta 
masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di 
daerah dalarr\ suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Keolahragaan. ~ 

I. UMUM 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NO MOR 5 TAHUN 2019 

PENJELASAN 
ATAS 
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Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cuku p jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cuku p jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cu kup jelas 

Huruf c 
Olahraga rekreasi yang melestarikan dan meningkatkan kekayaan 
budaya daerah adalah jenis olahraga lokal sumba timur seperti 
pamakang (gasing), motu (congklak], ndamu (domino) dan lain-lain. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Avat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cuku p jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 \ 
Cukup jelasv 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cuku p jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal44 l 
Cukup jelas.1,J 

~--~~----------armma ........ i.. ...... m111.__._ ................. 1em ........ _ 
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~TAMBAI--IAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR b'ZI 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 


